
 

 

 

 

BAB III 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa rumusan delik kohabitasi dalam Pasal 412 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP belum 

sepenuhnya memenuhi prinsip lex certa.  Timbul celah kekosongan hukum 

atau kekaburan dalam situasi riil apabila hukum digunakan upaya 

penyelesaian. 

2.  Dampak dari adanya kekosongan hukum atas tidak terpenuhinya asas lex 

certa secara penuh dalam Pasal 412 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2023 KUHP mengenai tindak pidana kohabitasi dilatarbelakangi 

oleh kelemahan substantif karena frasa inti 

"Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:" 

a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau 

b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat 

perkawinan. 

Terdapat celah kekosongan hukum yang berpotensi pelaku tidak dapat 

diproses secara hukum sehingga gagal memberikan pedoman perilaku yang 
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tegas dan jelas bagi masyarakat sebagai alat sosial kontrol dan bagi 

penegak hukum sebagai salah satu aktor dalam penyelesaian persoalan 

hukum.  

B. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan oleh Penulis, yaitu:  

1. Bahwa diperlukan perbaikan secara normatif  untuk memulihkan adanya 

Prinsip Lex Certa dalam Pasal 412 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2023 tentang KUHP.  

2. Perbaikan tersebut harus berupa penambahan penjelasan atau indikator 

normatif yang spesifik dan terukur mengenai siapa yang berhak mengajukan 

aduan apabila terjadi situasi riil dimana para pihak yang berhak mengajukan 

aduan tersebut tidak ada. Tanpa adanya ketentuan yang lebih jelas, ketentuan 

ini akan terus menimbulkan ketidakpastian hukum, mengurangi efektivitas 

hukum pidana sebagai sarana ultimum remedium, dan bertentangan dengan 

prinsip negara hukum yang menjamin keadilan dan perlindungan dari 

kesewenang-wenangan. 
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